
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

1950 tentang 
Kecil dalam 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
Pembentukan Daerah-daerah Kota 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi peran 
dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan 
terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah, perlu mengatur kembali 
ketentuan mengenai keanggotaan dewan pengawas 
dengan mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan 
Layanan Umum; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan 
Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital 
by Laws) dipandang sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga 
perlu dilakukan penmjauan kembali khususnya 
ketentuan mengenai keanggotaan dewan pengawas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal 
Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital by Laws); 
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PasalI 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum 
Daerah (Hospital by Laws) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 
Nomor 13) diubah sebagai berikut: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2016 
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH (HOSPITAL BY LAWS). 

MEMUTUSKAN: 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 
tentang Dewan Pengawas Sadan Layanan Umum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913); 

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9); 

9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42); 

10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah 
(Hospital by Laws) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 
2016 Nomor 13); 

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 23); 

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah 
Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Serita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 56); 

Menetapkan 



NOMOR ~. BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN d-Otl 

Ditetapkan di Salatiga 
___ P_a~da tanggal \¥' l9C<t0\,Jt4, J<P 7 

SALATIGA, t 

Diundangkan di Salatiga 
pada tanggal l(o 0(4fv (ow :i.t>l7 . 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA 
KEPALA BADAN 

KESATUAN ~DAN POLITIK, 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Salatiga. 

Pasal II 
Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 
(lima) orang. 

(2) Salah seorang di antara anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 
ketua Dewan Pengawas. 

(3) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. 1 ( satu) orang berasal dari unsur Dinas Kesehatan; 
b. 1 (satu) orang berasal dari Badan Keuangan Daerah; 
c. 1 (satu) orang berasal dari Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 
d. 2 (dua) orang berasal dari tenaga ahli dan/ atau tokoh 

masyarakat yang memiliki pengetahuan dan/ atau 
kompetensi dibidang yang berkaitan dengan 
perumahsakitan atau kegiatan badan layanan umum. 

Pasal 13A 

2. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 
(satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi 
sebagai berikut: 

1. Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 13 

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan 
oleh W alikota. 

(2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian anggota Dewan Pengawas berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 


